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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai 
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 

persetujuan bersama ; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta 
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama 
antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 26 

bulan November tahun 2014 ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015; 

Nomor 12 Tahun 2014 
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Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820 ; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 ; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 ; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
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126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
04) ; 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5589); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090) ; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4540) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4502) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4503) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4577) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2015; 

27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 01); 

28. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 
903/8725/872-V/KEU tentang Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 
Rancangan Peraturan Walikota Samarinda tentang 
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Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Samarinda Tahun 2015; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan 

WALIKOTA SAMARINDA 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2015. 
 

Pasal  1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 

Anggaran 2015 sejumlah Rp. 3.462.831.826.811,-  yang terdiri atas 
: 

 

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.941.741.326.811 

2. Belanja Daerah Rp. 3.429.624.652.991 

Surflus …………. Rp.  (487.883.326.180) 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan Rp.521.090.500.000 

b. Pengeluaran Rp.  33.207.173.820 

Pembiayaan Netto Rp. (487.883.326.180) 

 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (0) 
 

 
Pasal  2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.   435.000.000.000 

b. Dana Perimbangan Rp.  1.746.918.445.811 
c. Lain-lain Pendapatan  

Daerah yang Sah Rp.   759.882.881.000 
 

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf 

a terdiri dari Jenis Pendapatan: 
a. Pajak daerah Rp. 238.745.000.000 

b. Retribusi Daerah Rp.   68.371.869.180 
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c. Hasil Pengelolaan kekayaan  
daerah yang dipisahkan Rp. 19.013.966.168 

 
d. Lain-lain Pendapatan Asli  

Daerah yang Sah Rp.   108.869.164.652 

 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf 

b terdiri dari Jenis Pendapatan: 
a. Dana bagi hasil pajak/ 

bukan pajak Rp.   1.156.090.904.811 

b. Dana Alokasi Umum Rp.     590.233.541.000 
c. Dana Alokasi khusus Rp.        594.000.000 

 

(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Huruf c Terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana bagi hasil pajak dari  
Provinsi dan Pemerintah  
daerah lainnya Rp. 279.986.159.000 

b. Dana Penyesuaian dan  
 otonomi khusus Rp. 209.876.522.000 
c. Bantuan Keuangan dari  

Provinsi atau Pemerintah  
daerah lainnya Rp. 269.960.200.000 

 
 

Pasal  3 

 
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri 

dari : 
a. Belanja Tidak Langsung Rp.1.319.204.004.058 
b. Belanja Langsung Rp.2.110.420.648.933 

 
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) 

Huruf a terdiri dari Jenis Belanja: 

a. Belanja pegawai Rp. 1.147.056.096.108 

b. Belanja bunga Rp.          200.000.000 

c. Belanja Hibah Rp.    164.610.998.000 

d. Belanja bantuan Sosial Rp.           943.750.000 

e. Belanja bantuan keuangan  

kepada partai politik Rp.        1.393.159.950 

f. Belanja tidak terduga Rp.       5.000.000.000 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b 
terdiri dari Jenis Belanja: 
a. Belanja pegawai Rp.    284.618.656.650 

b. Belanja barang dan jasa Rp.    556.499.188.164 
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c. Belanja Modal Rp. 1.269.302.804.119 

 

Pasal  4 
 

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan Rp.     521.090.500.000 

b. Pengeluaran Rp.       33.207.173.820 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a terdiri 
dari Jenis Pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
sebelumnya (SILPA) Rp.     521.090.500.000 

 

 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b 

terdiri dari Jenis Pembiayaan: 
a. Penyertaan Modal Rp. 32.707.173.820 

b. Pembayaran Pokok Utang Rp.      500.000.000 

 
Pasal  5 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 
1. Lampiran I : Ringkasan APBD ; 

2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; 

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan ; 

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 

6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan 
per jabatan ; 

7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah ; 

8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) 

daerah ; 
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9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan 
pengurangan aset  

    tetap daerah ; 

10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan 
pengurangan aset  

    lainnya ;  

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 

sebelumnya  

    yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali  

    dalam tahun anggaran ini ; 

12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah ; dan 

13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi 

daerah. 

 

Pasal  6 
 

(1)  Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota Samarinda 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan 

realisasi anggaran. 

(2)  Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 
Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya ; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah 
Kota Samarinda ; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 
Pasal  7 

 
Landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
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Pasal 8 
 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah. 

 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 31 Desember 2014 

WALIKOTA SAMARINDA, 

ttd 
 

H. SYAHARIE JA’ANG 

 
Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 31 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
                               

                              ttd 
 
                 H. ZULFAKAR NOOR 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 12. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 9/2014. 

 Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kepala Bagian Hukum

Nip. 19700202 199603 1 002
Akhmad Fidayeen, SH

 
 


